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ABSTRAK 

Penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan hak-hak pasien peserta BPJS 

di RSUD Pasaman Barat. Rumusan masalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan hak-

hak pasien BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat. 2). Apakah kendala dalam 

pelaksanaan hak-hak pasien BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 

Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat. 3). Apakah 

upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak-hak pasien BPJS ditinjau dari 

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD 

Pasaman Barat. Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data berupa data 

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi 

dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan 

hak-hak pasien BPJS di RSUD Pasaman Barat sudah dilaksanakan dengan baik 

dimana hampir semua hak-hak pasien yang ada sudah terlaksana kecuali 

perawatan untuk kelas 3 belum sesuai dengan ketentuan. 2). Kendalanya adalah; 

data yang ada dalam kartu BPJS berbeda dengan data yang ada dalam kartu 

keluarga (KK), kartu BPJS yang tertinggal. 3). Upaya mengatasi kendalanya 

adalah; pihak rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien untuk 

melengkapi persyaratan dan memperbaiki data yang ada di kartu BPJS dalam 

jangka waktu 3 X 24 jam, kalau dalam jangka waktu tersebut tidak dilegkapi 

otomatis pasien akan menjadi pasien umum. 

Kata kunci: Hak, Pasien BPJS, Jaminan Kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Selama ini pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu 

sangat rendah, hal ini dikarenakan faktor perekonomian dimana biaya 

pengobatan yang mahal. Bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) yang isinya: “Setiap 

orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dan Pasal 34 ayat 

(2) yang isinya: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Maka pemerintah 

membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentang sistim jaminan 

sosial nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004. 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim 

Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa jenis program jaminan sosial 

meliputi: 

1. Jaminan kesehatan; 

2. Jaminan kecelakaan kerja; 

3. Jaminan hari tua; 

4. Jaminan pensiun; dan 

5. Jaminan kematian 



Sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistim Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan SJSN), telah 

dibentuk sebuah badan yang akan menjalankan dan mengawasi 

pelaksanaan program-program jaminan sosial, yakni dengan keluarnya 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan BPJS). BPJS ini bertugas 

untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan serta 

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta 

dan/atau anggota keluarganya. Salah satu tugas dari BPJS adalah 

mewujudkan terselenggaranya jaminan kesehatan. 

Untuk mewujudkan jaminan kesehatan dan untuk melaksanakan 

undang-undang tersebut maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan presiden ini telah 

mengalami tiga kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2013, perubahan kedua dengan Peraturan 

Presiden Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan ketiga dengan Peraturan 

Presiden Nomor 28 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut dengan Perpres 

tentang Jaminan Kesehatan. 

Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut dengan JKN) 

adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 



membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
1
 JKN 

memberikan manfaat pelayanan standar yang berlaku bagi seluruh 

penduduk. Pelayanan standar ini diberikan sesuai indikasi medis melalui 

mekanimse yang berlaku pada kelas perawatan I, II, dan III sesuai hak tiap 

peserta.
2
 

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaran pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau  dan terukur.
3
 

Dalam Perpres tentang Jaminan Kesehatan ini diatur tentang hak-

hak peserta jaminan kesehatan. Hak tersebut adalah manfaat jaminan 

kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan 

terdiri dari dua (2) jenis yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan 

dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.  

Dalam hal pelayanan kesehatan pasien mempunyai hak-hak 

sebagaimana yang dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hak-hak pasien 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
1
 Supriyantoro, 2013, Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistim 

Jaminan Sosial Nasional, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 40 
2
 Nur Nisahairini, 2015, Satu Tahun Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasioonal, 

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementrian PPN/Bappenas, Jakarta, hlm 

51 
3
 Galih Yudi, 2013, Standar Pelayanan, Sudahkah Sesuai Dengan Standar, 

http://galihyudi.wordpress.com/2013/09/18/stabdar-pelayanan-sudahkah-sesuai-dengan-standar 

diakses pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 jam 14.29 WIB 

http://galihyudi.wordpress.com/2013/09/18/stabdar-pelayanan-sudahkah-sesuai-dengan-standar


1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang 

berlaku di Rumah Sakit;  

2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;  

3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa 

diskriminasi; 

4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan 

standar profesi dan standar prosedur operasional; 

5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien 

terhindar dari kerugian fisik dan materi; 

6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang 

didapatkan; 

7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan 

keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;  

8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada 

dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di 

dalam maupun di luar Rumah Sakit; 

9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita 

termasuk data-data medisnya;  

10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara 

tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, 

risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis 

terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya 

pengobatan;  

11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan 

dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang 

dideritanya; 

12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 

13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang 

dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;  

14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam 

perawatan di Rumah Sakit; 

15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit 

terhadap dirinya; 

16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan 

agama dan kepercayaan yang dianutnya; 

17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah 

Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan 

standar baik secara perdata ataupun pidana; dan 

18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan 

standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Hak pasien mengeni manfaat non medis yang berhubungan 

dengan hak atas manfaat akomodasi dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 



23 Perpres tentang Jaminan Kesehatan yaitu pelayanan rawat inap yang 

terdiri dari kelas perawatan. Setiap kelas perawatan yang ada memiliki 

perbedaan sebagai berikut:  

1. Peserta BPJS kelas 1 akan mendapatkan fasilitas kamar rawat 

inap kelas 1, biasanya di ruang rawat inap terdapat 2 sampai 3 

tempat tidur di setiap ruangan.
4
 

2. Peserta BPJS kesehatan kelas 2 akan mendapatkan fasilitas 

kamar rawat inap kelas 2, ruangan rawat inap yang terdiri dari 

3 sampai 5 tempat tidur di setiap ruangan.
5
 

3. Sedangkan untuk peserta BPJS kesehatan kelas 3, akan 

mendapatkan fasilitas kamar rawat inap kelas 3, pada 

umumnya di suatu ruangan memiliki bed dari 4 sampai 6 

tempat tidur tiap kamar.
6
 

Sedangkan mengenai hak atas ambulans hanya diberikan untuk 

pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang 

ditetapkan oleh BPJS kesehatan.
7
 

Rumah Sakit Umum Daerah (selanjutnya disebut dengan RSUD) 

Pasaman Barat merupakan salah satu layanan kesehatan milik 

Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat (PEMKAB PASBAR) yang 

berbentuk Rumah Sakit Umum. RSUD ini juga merupakan rumah sakit 

                                                           
4 Anonim, 2016, Perbedaan Fasilitas BPJS Kesehatan yang Diterima Pasien di Kelas 1, 

Kelas 2 dan Kelas 3, www.bantuanbpjs.com diakses pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 

jam 14.13 WIB 
5 Ibid. 
6
 Ibid. 

7
 Supriyantoro, op.cit, hlm 15 

http://www.bantuanbpjs.com/


rujukan utama di Pasaman Barat. RSUD Pasaman Barat merupakan rumah 

sakit baru yang berdiri tahun 2008 dan mulai teregistrasi tahun 2009. 

Karena rumah sakit ini adalah rumah sakit baru maka masih banyak 

keluhan yang dilakukan oleh masyarakat seperti masih kurangnya 

pelayanan yang diberikan serta masih kurangnya dokter spesialis sehingga 

masyarakat harus menunggu lama jika ingin berobat. Hal inilah yang 

menyebabkan penulis mengambil lokasi penelitian di RSUD Pasaman 

Barat. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti memilih judul 

“PELAKSANAAN HAK-HAK PASIEN RAWAT INAP PESERTA 

BPJS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 

TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN KESEHATAN, DI RSUD 

PASAMAN BARAT ” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak pasien rawat inap peserta BPJS 

ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat? 

2. Apakah kendala dalam pelaksanaan hak-hak pasien rawat inap peserta 

BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat? 



3. Apakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak-hak pasien 

rawat inap peserta BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 

Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak pasien rawat inap peserta 

BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Jaminan Kesehatan di RSUD Pasaman Barat. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan hak-hak rawat inap 

peserta pasien BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 

2016 tentang Jaminan Kesehatan di RSUD Pasaman Barat. 

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak-

hak pasien rawat inap peserta BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden 

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman 

Barat? 

D. Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan di atas maka peneliti melakukan 

metode penelitian sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 

Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang 



menitikberatkan pada data di lapangan untuk memperoleh data 

primer.
8
  

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh melalui 

wawancara. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer 

penulis melakukan wawancara dengan 7 orang pasien rawat inap, 1 

orang dokter, 3 orang perawat (petugas kesehatan) dan 1 orang 

petugas administrasi di RSUD Pasaman Barat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat.
9
  

Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah 

sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan 

Sosial Nasional; 

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
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d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit; 

e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial; 

f) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana 

yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan 

selanjutnya disebut dengan Perpres tentang Jaminan 

Kesehatan. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
10

 

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari 

buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah dan data pasien BPJS 

yang diperoleh dari RSUD Pasaman Barat. 

3) Bahan Hukum Tertier 

Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberi 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder.
11

 Dalam penelitian ini bahan hukum 

tertiernya adalah kamus hukum.  
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3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara 

ini menggunakan alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan. 

Daftar pertanyaan ini berbentuk semi struktural yang artinya hanya 

beberapa buah pertanyaan pokok saja yang disiapkan dan nantinya 

akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan pada saat melakukan 

penelitian.   

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari peratuan 

perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti dan data-data tentang jumlah pasien 

BPJS yang ada di RSUD Pasaman Barat. 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis 

kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan antara data primer 

dengan  data sekunder yang telah diperoleh, dari hasil perbandingan 

tersebut diambil kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti 

dan didapatkan gambaran tentang hasil penelitian, yang kemudian 

diuraikan dalam bentuk kalimat. 

 

 

 


